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ABSTRAK 

Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui 

Bank Bri (Studi Di Brilink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu 

Utara). Oleh : M. Rizki Ramadhan Z, NIM : 1711120079. 

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H 

 

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana 

Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten 

Bengkulu Utara, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif 

Jasa  Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penetapan Tarif Jasa  Agen BRILink di 

Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan Mengetahui Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa  Agen BRILink di Kecamatan Arma 

Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Agen BRILink dan 

Nasabah BRILink. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Penetapan tarif 

jasa agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada 

ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, 

hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan 

untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing 

agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 

transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. (2) Tinjauan Hukum Islam Penetapan tarif 

jasa agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sudah 

sesuai dengan teori upah dalam Prinsip Muamalah yaitu prinsip tolong menolong, 

prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas,dan prinsip manfaat. 

Kata Kunci :Hukum Islam, BRILink. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang 

tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saling berinteraksi untuk 

tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan 

perekonomian mereka (bermuamalah). Mu‟amalah sendiri berasal dari 

bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan mufa‟alah 

(saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orangdalam memenuhi  

kebutuhan masing-masing.
1
  

Mu‟amalah merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara 

manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan 

lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah 

manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan 

hidup.
2
 Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk 

tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak 

keluar dari aturan-aturan syara‟. 

Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maaidah ayat 2 yang 

berbunyi: 

 َ
ثْمِ وَالْعُذْوَانِ ۖوَاتَّقىُا اّللٰ َ دَذِدْذُ الْعِقاَِ  وَلََ تعََاوَوىُْا عَلىَ الَِْ  ٢ اِانَِّ اّللٰ

                                                           
1
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7 

2
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), 

(Jogyakarta: UII Press, 2000), h. 11 
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Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya.
3
 

Ayat tersebut diketahui bahwa tidak ada manusia yang dapat 

menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau 

bantuan orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang 

jika tidak ada pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapat 

penghasilan jika tidak ada penumpang, Tiki maupun Kantor Pos tidak 

akan mendapatkan jasa pengirim barang dan BRILink tidak mendapatkan 

jasa dari pengiriman uang dari masyarakat yang menggunakan jasa 

tersebut. Empat hal tersebut terdapat keterkaitan, ketergantungan/ saling 

membutuhkan satu sama lain. 

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup 

muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut ujrah. 

Kegiatan upah mengupah pada umumnya yang sering didengar yaitu upah 

jasa, memang hal itu juga salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan 

sehari-hari. Salah satu bentuk upah juga tidak hanya sebatas pada kegiatan 

produksi saja, namun terdapat dalam kegiatan seperti halnya distribusi, 

yang pada umumnya dikenal dengan sebutan ongkos.  

Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut ujrah merupakan 

bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama 

memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana fiman Allah SWT dalam 

Q.S. Az-Zukhruf ayat 32: 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005) 

h.106 



3 
 

 

وْياَۙ وَسَفعَْىاَ بعَْضَهمُْ اهَمُْ دقَْسِمُىْنَ سَحْمَتَ  عِيْشَتهَمُْ فىِ الْحَيٰىةِ الذُّ سَبِّكَاِ وحَْهُ قسََمْىاَ بيَْىهَمُْ مَّ

ا دجَْمَعُىْنَ  مَّ  ٢٢فىَْقَ بعَْضٍ دَسَجٰتٍ لِّيتََّخِزَ بعَْضُهمُْ بعَْضًا سُخْشِداًّ اِوَسَحْمَتُ سَبِّكَ خَيْشٌ مِّ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang 

lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 

sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
4
 

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia 

membutuhkan manusia lainnya walaupun derajat dalam hal dunia lebih 

tinggi dari manusia lainnya sebagaimana kutipan terjemah ayat tersebut 

“dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 

yang lain”.  

Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan 

jasa sesorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. 

Seperti contoh bengkel, cleaning service, pengantar barang, dan lain 

sebagainya. Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas 

memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik. 

Memasuki era digitalisasi, layanan jasa perbankan berkembang 

dengan pesat mengikuti kebutuhan customer yang semakin beragam dan 

menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. 

Jasa perbankan yang dimaksud tersebut adalah suatu kegiatan yang 

bersifat tak teraba (intangible), dimana pemenuhankan kebutuhannya tidak 

                                                           
4
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005) 

h.491 
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lagi terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Banyak kemudahan 

dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, 

praktis dan tidak perlu antri seperti hal yang di BANK Umum, jasa 

tersebut merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang disebut BRILink. BRILink adalah 

mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi 

pembayaran (purchase) dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu prepaid 

yang diletakkan di setiap merchants (toko/swalayan mitra BRI). 

Agen BRILink merupakan layanan agen laku pandai milik Bank 

BRI. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI 

sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi 

masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui 

pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utama dari agen BRILink adalah 

untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat 

yang belum terlayani oleh bank secara administratif (unbanked atau 

unbankable). Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat 

umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di 

kantor BRI.  

Berdasarkan agenbrilink.wordpress.com tentang biaya transaksi 

yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu transfer 

sesama BRI RP. 3.000,00 Transfer antar Bank RP. 15.000,00 Setor pasti 

RP. 3.000,00 dan Pembayaran PLN/ Telkom Rp. 3.000,00 jenis-jenis 
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transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu ini ATM sedangkan 

pada menu tunai tidak dikenakan biaya.
5

  

Bedasarkan hasil survey dari beberapa nasabah pengguna BRILink 

di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara bahwa agen 

BRILink memasang tarif biaya transfer terdapat perbedaan antara satu 

dengan lainnya. Menurut penjelasan warga Kecamatan Arma Jaya Pada 

agen BRILink 1 ketika mereka mentransfer uang Rp. 100.000,00 hingga 

Rp 500.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp 

5.000,00, dan apabila ketika mentransfer Rp. 500.000,00 hingga Rp. 

2.000.000,00 maka tambahan biaya yang harus dikeluarkan mereka adalah 

Rp. 10.000,00- Rp. 15.000,00, namun pada agen BRILink yang lain  

dikenakan tarif sebesar sebesar Rp 7.000,00- Rp. 15.000,00 lebih besar 

biayanya dari agen BRILink 1 dan juga mengenakan biaya yang cukup 

besar jika lebih banyak nominal yang ingin nasabah transfer atau tarik 

tunai dengan nominal yang besar.
6
 

Uraian di atas terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya 

transfer atau tarik tunai. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena 

dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak 

agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk 

mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah 

dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai 

                                                           
5
https:// agenbrilink.wordpress.com/, diakses pada tanggal 18 Maret 2022 

6
Yuliana, Nasabah BRILink, wawancara pada tanggal 20 Maret 2022. 
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keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
7
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang membahas mengenai “Analisis Hukum Islam 

Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (Studi di 

BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma 

Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa  

Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Penetapan Tarif Jasa  Agen BRILink di Kecamatan 

Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa  

Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

                                                           
7
H. Asmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah , cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 88. 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi 

masyarakat, tentang akad transaksi penetapan tarif transfer tunai 

melaui Brilink. 

b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya 

civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi 

bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam 

melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan 

syariat Islam, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan 

informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

E. Penelitian Terdahulu  

1. Skripsi, Agustin Dwi Mahardika Sari,
8
 yang berjudul Analisis 

Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan 

(Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan). Hasil 

                                                           
8
 Agustin Dwi Mahardika Sari, Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada 

Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan), Skripsi, h. ix 
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penelitian bahwa pihak dari swalayan yang ada di kecamatan Plaosan 

Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Upah Minimum Kota yang 

telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan pihak swalayan 

tidak bisa memberikan upah sesuai Upah Minimum Kota karena 

pendapatan dari swalayan tersebut relatif rendah karena minimumnya 

konsumen yang datang ke swalayan, dan banyaknya biaya operasional 

yang harus dikeluarkan oleh pihak swalayan. Dengan upah yang masih 

rendah maka para karyawan swalayan tidak bisa mencukupi kebutuhan 

hidup mereka dengan layak, karena kebutuhan hidup karyawan 

swalayan lebih tinggi dari kebutuhan hidup yang telah ditetapkan 

pemerintah dan upah yang diterima relatif rendah. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

upah dan sama-sama menggunakan penlitian kualitatif. Sedangkan 

Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti upah minimum kota, 

sedangkan penulis meneliti tentang upah di Agen BRILink. 

2. Skripsi, Muhammad Algi Setiawan
9
 yang berjudul Sistem Penentuan 

Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa 

Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). Hasil 

penelitian menunjukkan bahawa sistem penentuan upah yang 

diterapkan pada UD ARUN 1) Analisis pekerjaan dan tugas, 2) Survei 

upah, 3) Analisis pendapatan usaha, 4) Evaluasi jabatan, 5) Penentuan 

                                                           
9
 Muhammad Algi Setiawan, Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada 

Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa 

Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), Skripsi, h. x 
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upah, dan pembayaran upah menggunakan empat sistem yaitu: sistem 

upah harian/mingguan, sistem bulanan, sistem borongan dan sistem 

persentase. Berdasarkan prespektif ekonomi Islam sistem penentuan 

upah dan pembayaran telah sesuai dengan perspetif ekonomi Islam 

dimana nilai-nilai Islam telah dilaksanakan dari segi keadilan dan tidak 

saling merugikan dari kedua belah pihak. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

bagaimana sistem penetapan upah ditinjau dari perspektif ekonomi 

islam. Sedangkan penelitian terdahulu membahas penetapan upah pada 

upah karyawan, sedangkan penulis membahas tentang BRILink. 

3. Izzaty dan Rafika Sari
10

 Jurnal yang berjudul Kebijakan Penetapan 

Upah Minimum Di Indonesia. Penetapan upah minimum berperan 

dalam meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di 

bawah upah minimum. Upah minimum yang ideal akan mampu 

memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Kebijakan 

upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan 

tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke 

seluruh distribusi upah, harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga 

kerja. Paper ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penetapan upah 

minimum dan kebijakan yang mempengaruhi penetapan upah 

minimum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam membahas 

studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder 

                                                           
10

 Izzaty, Rafika Sari, Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia, Jurnal 

Ekonomi Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 2, 2013, h. i 
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dan publikasi yang ada. Penetapan upah minimum masih menghadapi 

kendala di antaranya mekanisme bersifat adhoc dan tidak pasti 

sehingga upah minimum sulit diprediksi dan diperhitungkan. 

Penetapan upah minimum yang ada saat ini hanya memperhatikan 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan belum memperhatikan faktor 

lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha 

marjinal. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan upah 

minimum untuk menghindari sejumlah masalah berupa tingkat 

ketidakpatuhan yang tinggi dan menghambat ekspansi lapangan kerja. 

Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, 

pengusaha, dan pencari kerja. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

bagaimana sistem penetapan upah ditinjau dari perspektif ekonomi 

islam. Sedangkan Perbedaannya penulis membahas tentang suistem 

upah pada BRILink, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang 

upah minimum Indonesia.  

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah dimengamati, kajian 

secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan. 

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah upah 

sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek dan pelaksanaan 

permasalahan yang akan dibahas. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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a. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini 

pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara 

spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-

tengah masyarakat mengenai Analisis Hukum Islam Tentang 

Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Kasus pada 

jasa BRILink di Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara) 

b. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian 

lapangan, dengan mengkaji data primer. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 1 bulan 

sampai keperluan yang dibutuhkan terpenuhi, dan Lokasi penelitiannya 

pada Agen BRILink yang ada di Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten 

Bengkulu Utara. Penelitian ini dilakukan di Kec. Arma Jaya Kab. 

Bengkulu Utara karena di tempat tersebut ada terdapat beberapa 

sample penelitian yang akan di jadikan penelitian.  

3. Informan Penelitian 

Adapun penetapan informan dilakukan secara purposive 

sampling, yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
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pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”. 

Tehnik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data 

sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan 

informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk 

menjadi sumber data. Dengan teknik purposif sampling akhirnya 

ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu : Agen BRILink dan 

Nasabah. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari 

responden atau objek yang di teliti.
11

 Dalam hal ini data tersebut 

diperoleh dari Agen BRILink dan Nasabah pengguna BRILink. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu 

atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta 

memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.
12

 Data 

                                                           
11

Pabundu Tika Muhammad, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 

57. 
12

Sugion, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

218. 
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sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang 

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk 

penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Interview 

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data 

primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di 

lapangan (lokasi).
13

 Interview atau wawancara dalam penelitian ini, 

pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk 

diajukan secara langsung kepada para pelaku Agen BRILink dan 

Nasabah tersebut. 

b. Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang di 

lakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang di selidiki.
14

 Observasi yang dilakukan yaitu dengan 

mengamati penerapan jasa transfer tarik tunai di BRILink yang ada 

di Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara. 

c. Dokumentasi 

                                                           
13

Abdul Kodir Muhammad, Hukum Dan Penetuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 86 
14

Cholid Nakburo, Abu Achmadi, Metode Penelitian, {Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 

70. 
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Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau 

sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk 

catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya 

momumental dari seseorang.
15

 Dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera 

tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi. 

6. Teknik Pengelolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan 

kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan 

dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara : 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu penegecekan atau pengoreksian 

data yang telah terkumpul. 

b. Rekontruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data 

secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami. 

c. Sistematis data (sistematizing), yaitu menetapkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable 

penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

                                                           
15

Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

h. 38. 
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pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang 

disesuaikan dengan topik penelitian yaitu penerapan ajsa tarik tunai 

pada BRILink yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis. 

Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui 

interprestasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di 

dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang 

tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu 

dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan jasa tarik tunai pada agen BRILink di lihat dari 

Tinjauan Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat menambah 

pemahaman dan pengetahuan. 

Penulis menganalisa menggunakan pendekatan berfikir deduktif 

dan induktif. Berfikir deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum 

yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk 

menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif diawali dengan sebuah teori 

dan kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta, sedangkan berfikir 

induktif adalah metode yang digunakan dengan bertolak dari khusus ke 

umum. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, 
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maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing 

bab terbagi ke dalam beberapa sup bab. 

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian. 

Bab II. Kajian Teori,bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti 

terhadap teori dari berbagai refrensi terkait. Kajian ini disusun dengan 

menyesuaikan pokok-pokok permasalahan. 

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan 

tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas 

dan berhubungan dengan penelitian. 

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, 

pengolahan data, hasil analisis data penelitian. 

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok 

permasalahan dan saran-saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti 

aliwad‟ yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.
16

 Oleh 

karena itu al-ijarah mempunyai pengertian secara umum meliputi upah 

atas pemanfaatan sesuatu benda atas imbalan sesuatu kegiatan, atau upah 

melakukan sesuatu kegiatan.
17

 Sedangkan menurut syara‟ ijarah adalah 

suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
18

 

Upah juga sering disebut dengan ijarah „ala al-a‟mal, ialah sebagai suatu 

akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.
19

 Sayid Sabiq 

mengemukakan bahwa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-

iwadh (sewa menyewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi ijarah 

menurut bahasa dan secara syara‟ memiliki makna jual-beli manfaat. 

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan 

imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan menurut 

perjanjian.
20

 Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu 

pembahasan dalam kitab fiqh, yang terdapat dalam al-ijarah. Ijarah 

                                                           
16

Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170 
17

Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29 
18

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318. 
19

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

55. 
20

Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 

2016), h. 141 
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merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan 

manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan 

ketentuan syari‟at. Dalam konsep ijarah pemilik yang menyewakan suatu 

manfaat kepada orang lain disebut dengan mu‟jir. Sedangkan pihak lain 

yang menyewa manfaat disebut mus‟tajir, dan suatu yang diakad untuk 

diambil manfaatnya disebut dengan ma‟jur, serta jasa yang diberikan 

sebagai imbalan manfaat ajran atau ujrah. Ketika akad ijarah telah terjadi 

secara sah, maka musta‟jir sudah berhak atas manfaat, dan orang yang 

menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang 

disewakan karena ijarah termasuk jenis transaksi tukar menukar. 

Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat 

dalam mengartikan ijarah di antaranya, menurut ulama Hanafiyah ijarah 

adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut 

Malikiyah, ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu yang dibolehkan 

dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi‟iyah, ijarah 

adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju 

mengandung maksud tertentu bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, 

dengan cara memberi imbalan (upah tertentu). Menurut Hambali, ijarah 

adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal ijarah dan 

semacamnya. Menurut Hasby Ash-Siddiqye bahwa ijarah adalah akad 

yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu 

pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
21

 

                                                           
21

 M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 

2003), h. 227. 
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Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah 

atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh 

sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif 

dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan 

yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa 

mendapatkan kemanfaatan tersebut. karena pada saat itulah, suatu yang 

menjadi objek akan menjadi milik musta‟jir (pihak yang 

memperkerjakan).
22

 

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 

mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 

Hukum asalnya boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada Ayat-

Ayat Al-Qur‟an dan dan Hadist Nabi.
23

 Pada dasarnya ijarah adalah salah 

satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna 

meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan 

sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.
24

 

Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah 

bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakannya untuk 

membayarnya. Upah adalah hak dari seorang buruh sebagai harga atas 

tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi 

kerja wajib membayarnya.
25

 Dan tujuannya disyariatkan ijarah adalah 

untuk memberikan keringan kepada umat dalam pergaulan hidup. 
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 Wahbah Zuhaily, Fikih Islam 7 wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86. 
23

 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216. 
24

 Helmi Karim, Fikih Muamalah…., h. 30. 
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 M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak 

Sawah di Desa Klesem Pacitan, Journal Al-Adalah, Vol. 14, No. 2, 2017. 
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Seorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan pihak 

lain ada yang mempunyai tenaga dan mebutuhkan uang. Dengan adanya 

ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.
26

 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam ijarah al- 

„amal. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan gambaran 

bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.
27

 Dalam akad ijarah, 

hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan Al-

Quran, Hadist (sunnah), dan Ijma‟. Adapun beberapa ulama, seperti Abu 

Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulayyah, Hasan AlBasri, Al-Kasyani, An-

Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab 

ijarah adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). 

Suatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa 

waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sendikit demi sedikit. 

Sedangakn suatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh 

diperjualbelikan.
28

 

  Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 233 sebagai berikut : 

آْ اٰتيَْتمُْ باِلْمَعْشُوْفِاِ وَانِْ  ا اوَْلََدَكُمْ فلَََ جُىاَحَ عَليَْكُمْ ارَِا سَلَّمْتمُْ مَّ اسََدْتُّمْ انَْ تسَْتشَْضِعُىْْٓ

َ بمَِا تعَْمَلىُْنَ بصَِيْشٌ  ا انََّ اّللٰ َ وَاعْلمَُىْْٓ  ٢٢٢وَاتَّقىُا اّللٰ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

                                                           
26

 Amir Syarifudin. Garis-Garis Fiqih…., h. 217. 
27

 ka Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 

Jurnal Az Zarqa, Vol. 9, No. 2, 2017. 
28

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123. 



21 
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 

pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai 

dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar 

bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia 

menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan 

upah yang sepantasanya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak 

sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak 

curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah 

satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.
29

 

Berdasarkan hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang 

ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda : 

 

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah 

berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. 

 

Sedangkan berdasarkan ijma‟, Para ulama sepakat bahwa ijarah itu 

dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah 

kesepakatan (ijma‟) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan 

ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada 

larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-

Qur‟an, Sunnah (hadist) dan ijma‟ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa 
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Ahmad Mushtofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 
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hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan 

kegiatan tersebut sesuai dengan syara‟. 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Pada dasarnya akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat. 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena 

adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun merupakan 

sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Sedangkan syarat 

adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan 

syarat tersebut harus terpenuhi sehingg transaksi tersebut dapat dikatakan 

sah menurut syara‟. Adapun rukun dan syarat upah (ijarah) menurut 

Hanafiyah adalah ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang 

bertransaksi.
30

 

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu 

ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan 

meyewakan.
31

 Menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada 

empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. 

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 295 rukun ijarah di 

antaranya, terdapat mu‟jir (pihak yang menyewa), mu‟ajir (pihak yang 

menyewakan), ma‟jur (benda yang disewakan), dan akad.
32

 

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat-syarat ijarah 

ijarah terdiri dari 4 (empat) macam, di antaranya: 

1. Aqidain (orang yang berakal) 
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Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu‟jir 

dan mustajir. Mu‟jir adalah orang yang memberikan upah atau yang 

menyewakan. Sedangkan Musta‟jir adalah orang yang menerima upah 

untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang 

berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di 

jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
33

 

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan 

berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. 

Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum 

dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak 

sah.
34

 

2. Sighat (ijab dan qabul) 

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa 

ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah 

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad ijarah.
35

 

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu 

pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu 

pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta‟jir) 
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untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya 

ijab.
36

 

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, 

hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau 

waktu yang ditentukan.
37

 

3. Ujrah (uang sewa atau upah) 

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas jasa 

yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir. Dengan 

syarat hendaknya : 

1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal 

balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum 

diketahui. 

2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia 

mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan 

saja. 

3) Mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang yang harus diserahkan 

bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap 

manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
38

 

4) Ma‟qud alaih (manfaat). 
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Di antara cara untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang) adalah 

dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan 

jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.
39

 

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali 

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara 

jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau 

pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas 

manfaat barang.  

2) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara 

langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi 

fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang 

masih dalam penguasaan pihak ketiga.  

3) Yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. Objek ijarah dan 

manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara‟. Misalnya 

menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan 

maksiat tidak sah.  

4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. 

Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, 

dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu 

benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga 

untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil 

keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya. 
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5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang 

bersifat isty‟mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan 

berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan 

sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki adalah harta 

benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti 

makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.
40

 

4. Macam-Macam Ijarah 

   Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah 

bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu 

benda. 

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah 

bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan 

seseorang.
41

 

B. Definisi Upah 

Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan 

tenaga kerja manusia disebut ujrah/upah.
42

 Sedangkan Prof. Benham 

mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar 

oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya 

sesuai dengan perjanjian.
43

 Dalam pandangan syariat Islam upah adalah 

hak dari orang yang telah bekerja (ajir/employee/buruh) dan kewajiban 
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orang yang mempekerjakan (musta‟jir/employer/majikan) untuk 

membayarnya. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa upah 

merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah 

disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib 

membayarnya.
44

 

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas 

pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan 

dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik).
45

 

Allah menghalalkan upah, sebab upah (tsaman) adalah konpensasi 

atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap 

upah merupakan suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman 

siksa dari Allah (Qur‟an, At Talaq : 6). Dan Nabi mengatakan, siapa yang 

akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini 

upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan 

manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak 

yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan 

dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan 

kondisi pada saat itu. Sebagaimana yang disarankan diatas, sehingga 

keadilan dalam penentuan tingkat upah sangat jelas sekali.
46

 

C. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah 
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Ijarah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang 

diisyaratkan berdasarkan Al-Qur‟an. Berkaitan dengan masalah 

pengupahan atau masalah ijarah terdapat beberapa prinsip muamalah yang 

diatur dalam Islam yaitu sebagai berikut:
47

 

1. Prinsip Tolong Menolong 

وْياَۙ وَسَفعَْىاَ  عِيْشَتهَمُْ فىِ الْحَيٰىةِ الذُّ اهَمُْ دقَْسِمُىْنَ سَحْمَتَ سَبِّكَاِ وحَْهُ قسََمْىاَ بيَْىهَمُْ مَّ

ا بعَْضَهمُْ فىَْقَ بعَْضٍ دَسَجٰتٍ لِّيتََّخِزَ بعَْضُهمُْ بعَْضًا سُخْشِداًّ اِوَسَحْمَتُ  مَّ سَبِّكَ خَيْشٌ مِّ

 ٢٢دجَْمَعُىْنَ 
Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 

dari apa yang mereka kumpulkan. 

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan 

kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang 

tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang 

miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan 

sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang 

lain. 

2. Prinsip Kelayakan/Patut 

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, 

“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu 

Majah). 

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah 

SAW. mengajarkan kepada umat Islamuntuk memanusiakan 
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manusia.
48

 Memberikan hak kepada para pekerja yang telah 

menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan 

demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan 

semakin tambah semangat untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam sudah 

sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya 

memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.
49

 

3. Prinsip Kepastian/Jelas 

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah 

SAW bersabda : “Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang 

akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan 

pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang 

menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang 

mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan 

pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”(HR. Muslim). 

Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus 

diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan 

kepada pekerja.
50

 

4. Prinsip Manfaat 

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah 

menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar 

seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja 

dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya. 
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Ibu Rusyd dalam kitab Bidayah Al Mujtahid menegaskan bahwa ijarah 

diperbolehkan oleh seluruh fuqaha (telah jimak). “Setiap sesuatu yang 

boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan 

ijarah, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu 

jangka waktu dan kerja “Selanjutnya Syaikh Abu Syuja dalam kitab 

Kifayah Al Akhyar menegaskan bahwa : “Sesungguhnya ijarah itu 

diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa 

pertama”. Berdasarkan uraian tentang dalil-dalil syara‟ dan prinsip-

prinsip muamalah yang terdapat dalam uraian diatas, tidak ada 

keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi ijarah. Dalam 

transaksi ijarah tersebut merujuk pada penerapan upah yang layak bagi 

para pekerja.
51

 

D. Konsep Upah dalam Perspektif Islam 

Keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan 

menurut Ulama` Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan 

akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada 

kebutuhan „aqid. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah 

didasarkan pada tiga perkara: 

a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad. 

b. Mempercepat tanpa adanya syarat. 
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c. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang 

yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu 

diperbolehkan. 

Selain dari apa yang telah disebutkan diatas dalam perspektif 

agama Islam terdapat dua macam Upah: 

1) Upah dalam ruang lingkup ijarah (Sewa) 

Menurut Ulama` Syafi`iyah, ijarah merupakan akad suatu 

kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta 

menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. 

Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan ijarah adalah 

jualbeli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga 

manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, 

dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di 

dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang 

tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, 

Ibn Rusyd berpendapat
52

, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk 

dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam 

ijarah menurut Ulama` Syafi`iyah, ijarah merupakan akad suatu 

kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta 

menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. 

Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan ijarah adalah 

jualbeli jasa (upahmengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga 
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manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, 

dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di 

dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang 

tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, 

Ibn Rusyd berpendapat, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat 

dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam ijarah 

terdapat beberapa rukun (menurut para Jumhur Ulama` berjumlah 

empat rukun), yang harus terpenuhi, salah satunya yakni upah 

(Ujrah).
53

 

2) Upah ji‟alah 

Pada dasarnya ji‟alah memperuntukkan sejumlah uang kepada 

orang yang melaksanakan pekerjaan mubah, baik diketahui ataupun 

tidak. 

3) Bentuk dari ji‟alah ini, lebih tepatnya seperti sayembara. Barangsiapa 

yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi 

ji‟alah maka orang tersebut akan mendapatkan upahnya. Ji‟alah juga 

termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah 

menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan. 

Hukum mengadakan ji‟alah diperbolehkan, disebabkan faktor 

kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan, maka 

dampaknya bergantung kepada siapa pihak yang telah 

membatalkannya. Apabila yang membatalkan ji‟alah adalah pihak 
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pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak upah. Jika sebaliknya, 

maka pekerja berhak mendapatkan upah (kecuali jika pembatalan 

tersebut terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya). 

Produk dan layanan pada BRILink dilakukan dengan akad imbal jasa (akad ijarah 

atau ujrah). Upah (ijarah) merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan 

manfaat (jasa) dari seorang mu‟ajir oleh seorang musta‟jir yang dijelaskan 

disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tersebut 

adalah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang telah 

dijelaskanpada perjanjian kerjasama diatas. Mekanisme imbal jasa yang dilakukan 

adalah berupa besaran komisi / fee. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad 

(kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-

hak atas kewajiban masingmasing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum 

ujrah diperbolehkan dalam Islam. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah BRI 

Bank Rakyat Indonesia didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank 

ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank, kemudian dilebur setelah 

menjadi Bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit 

II. Bank yang bergerak di bidang rural dan eskim dipisahkan lagi menjadi 

yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU 

No. 21 Tahun 1968 dan yang membidangi eskim dengan UU No. 22 

Tahun 1968 menjadi bank Ekspor Impor Indonesia (eskim). Kemudian 

pada tahun 1999 Bank Ekspor Impor bergabung menjadi Bank Mandiri.
54

 

1. Lahirnya BRI (1895) 

Pada mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan 

nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden 

atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", 

merupakan lembaga keuangan yang melayani orang-orang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 

16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran 

BRI.
55
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2. BRI di Masa Kini (1992-sekarang)  

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan 

Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Sejak 1 Agustus 

1992 BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Saat itu kepemilikan 

BRI masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 

tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% 

saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama 

yang sudah resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang 

masih digunakan sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2019, BRI 

mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Artha Ventura, yakni 

Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures, 

sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal 

ventura. Pada akhir tahun 2019,BRI mengakuisisi salah satu unit usaha 

Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera 

Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari 

rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum.
56

 

3. Visi dan Misi BRI 

   Adapun visi dan misi BRI adalah sebagai berikut :  

a. Visi : Menjadi the best valuable bank di Asia Tenggara dan home 

to the best talent  

b. Misi :  
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1) Memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang 

terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen 

mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan 

ekonomi masyarakat.  

2) Menyediakan pelayanan prima.  

3) Bekerja dengan optimal dan baik.  

B. Sejarah Terbentuknya BRILink 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan 

BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini 

merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program 

pemerintah salah satunya financial inclusion. Pada tahun 2012 pemerintah 

beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan branchless 

Banking atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan 

menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. 

Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa 

Keunangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pegawasan perbankan dan 

lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI 

(Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).
57

 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti 

layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini 

tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah 

diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan BRILink, 
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BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus 

membangun kantor diarea tersebut.
58

 

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia 

keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada 

masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan 

perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI 

sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real 

online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharring 

fee.
59

 

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga 

kepelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis 

keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, 

namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik 

yang sudah menjadi nasabah bank BRI maupun yang belum menjadi 

nasabah Bank BRI.
60

 

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang 

pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank 

BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruh 

pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI 

memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, 

namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. 
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Sejalan dengan keinginan ara regulato, dalam hal ini Bank Indonesia 

dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, 

Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 

BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.
61

 

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, 

ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun 

pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh 

wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo 

masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah 

desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin 

EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi 

dismartphone.
62

 

Dengan dibentuknya desain baru ini permintaan untuk menjadi 

agen meningkat. Pada tahun 2017 BRILink mengalami peningkatan yang 

cukup besar, terjadi penambahan hampir 200 ribu agen yang bergabung di 

BRILink. Sehingga pada akhir tahun 2017 BRILink mempunyai sekitar 

380 ribu agen. Dengan peningkatan tersebut juga berdampak positif bagi 

profit dan loss Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah 

agen lakupandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank 

lainnya. 

C. Konsep BRILink 

BRILink merupakan perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen 
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yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time 

online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharing 

fee. Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup 

menarik perhatian para calon agen, maksud dari sharing fee adalah komisi 

yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para agen, para agen 

itu akan mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya 

(nasabah). Sistem sharing fee yang ditetapkan adalah 50%:50%. Jadi, 50% 

untuk agen dan 50% untuk BRI.
63

 

Sesuai konsep BRILink yaitu sharing fee, bank BRI dan agen akan 

mendapatkan fee yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50 % untuk 

BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang 

ditawarkan BRILink, banyak pula fee yang diperoleh dari setiap transaksi. 

Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC : 

1. Transfer sesama BRI Rp 3.000,00 

2. Transfer antar bank Rp 15.000,00 

3. Setor Pasti Rp 3.000,00 

4. Pembayaran PLN/TELKOM Rp 3.000,00 

Sharing fee yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin 

bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi yang nantinya 

akan dibagi 50%:50% antara bank dan agen. Sebagai contoh pada 

transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen 

adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah 3000:2 = 1500, dan 1500 

itulah yang menjadi bagian sharing fee untuk agen. Biaya admin Rp 
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3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau 

rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat  

pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening 

nasabah.
64

 

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK 

sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 

Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK laku Pandai. 

Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelengaraan laku 

pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelengara 

dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara 

seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme 

hubungan kerja antara Bank Penyelengara dengan agen. Dan supaya 

masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, 

berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang 

disediakan Bank Penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan 

jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus 

dilakukan oleh bank penyelengara Pemberian edukasi tersebut perlu 

diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada 

nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan 
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secara optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat 

merugikan.
65

 

D. Profil Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara 

1. Gambaran Umum 

Kecamatan Arma Jaya adalah salah satu Kecamatan di 

Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan 

Arma Jaya memiliki 12 desa yaitu Desa Air Merah, Gardu, Gunung 

Besar, Kalai Duai, Kali, Kemumu, Pagar Banyu, Pagar Ruyung, 

Pematang Sapang, Sidodadi, Sumber Agung dan Desa Tebing Kaning. 

Masing masing Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara 

langsung oleh masyarakat Desa setempat. Kecamatan Arma Jaya 

terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 

Tahun 2015 sebagai pemekaran dari Kota Arga Makmur..
66

 

2. Data Geografis 

a. Keadaan Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara 

1) Luas Wilayah   : 40 km2 

2) Jumlah Penduduk   : 11.819 Jiwa 

3) Desa    : 12 

b. Batas-Batas Wilayah 

1) Utara   : Kecamatan Lubuk Durian 

2) Selatan   : Kecamatan Air Napal 

3) Timur   : Kecamatan Giri Mulya 
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4) Barat   : Kecamatan Padang Jaya 

c. Perekonomian 

 Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Arma Jaya 

Kabupaten Bengkulu Utara bekerja sebagai Petani Kelapa sawit, 

Karyawan swasta, Nelayan dan Pegawai Negeri Sipil. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya 

Kabupaten Bengkulu Utara 

 Berdasarkan penjabaran sub bab sebelumnya yang terkait dengan  

praktek penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink di Kecamatan 

Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Penulis berusaha menganalisis 

secara rasionalistik pada masalah ini sehingga mudah dipahami. 

 BRILink merupakan salah satu layanan perbankan tanpa kantor 

yang tersebar di daerah-daerah pelosok di indonesia. Yang merupakan 

kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah 

mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen 

BRILink. Produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink 

bermacammacam salah satunya adalah sistem transfer tunai, mulai dari 

transfer ke sesama BRI maupun ke Bank lain selain BRI. 

1. Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu 

Utara 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, berikut daftar 

Agen BRILink yang ada di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten 

Bengkulu Utara : 

Pertama, Agen BRILink Tiurma Lumbanbatu milik Bapak 

Samsudi di Desa Air Merah Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia 
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sudah menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2015. Per harinya Bapak 

Samsudi bisa melayani nasabah ± sekitar 30 nasabah.
67

  

Kedua, Agen BRILink Warung Hanung milik Bapak Achmad 

di Desa Gunung Besar Kecamatan Arma Bengkulu Utara Jaya ia sudah 

menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2017. Per harinya Bapak 

Achmad bisa melayani nasabah ± sekitar 20 nasabah.
68

 

Ketiga, Agen BRILink Warung Ranti milik Ibu Wati di Desa 

Kemumu Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia sudah menjalankan 

usaha ini mulai dari tahun 2018. Per harinya Ibu Wati bisa melayani 

nasabah ± sekitar 20 nasabah.
69

 

Keempat, Agen BRILink Warung Renggo milik Bapak Diki di 

Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia sudah 

menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2020. Per harinya Bapak Diki 

bisa melayani nasabah ± sekitar 15 nasabah.
70

 

Kelima, Agen BRILink Toko Puyik milik Bapak Doni di Desa 

Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia sudah 

menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2021. Per harinya Bapak Doni 

bisa melayani nasabah ± sekitar 10 nasabah.
71
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2. Syarat Agen BRILink 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, bahwa 

beberapa syarat menjadi Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya 

Kabupaten Bengkulu Utara : 

Menurut Bapak Samsudi, syarat supaya bisa membuka usaha 

BRILink ini yaitu pertama, harus memiliki usaha minimal 2 tahun. 

Kedua, harus memiliki simpanan berkartu di BRI (menyetor uang 

jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama 

menjadi agen. Ketiga harus memiliki rekening BRI dengan jumlah 

saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan 

transaksi. Keempat harus memiliki Surat Keterangan Usaha 

(Sekurangkurangnya dari perangkat Desa). Kelima Memiliki 

smartphone android minimal OS 4.4 (Kitkat), akses internet dan 

printer mobile (optional) bagi Agen BRILink Mobile. Keenam, belum 

menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai. Dan harus 

melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.
72

 

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Achmad, 

bahwa syarat menjadi seorang Agen BRILink yaitu pertama, kita harus 

memiliki usaha minimal sudah 2 tahun. Kedua harus mempunyai 

penghasilan dari kegiatan usaha. Ketiga, harus mempunyai surat 

keterangan usaha dari desa. Keempat, harus mempunyai saldo dengan 

jumlah yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan 

transaksi. Kelima, harus mempunyai kegiatan tetap misalnya pegawai 

negeri atau memiliki usaha yang mempunyai penghasilan tetap setiap 
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harinya. Keenam, belum menjadi agen dari Laku Pandai. Dan harus 

melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.
73

 

Sedangkan menurut Ibu Wati bahwa syarat untuk menjadi 

Agen BRILink yaitu harus mempunyai surat keterangan usaha, harus 

memiliki usaha minimal sudah 2 tahun. Harus mempunyai saldo 

dengan jumlah yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk 

melakukan transaksi. Harus mempunyai penghasilan tetap. belum 

menjadi agen atau penyelenggara dari Laku Pandai Dan harus 

melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.
74

 

3. Produk dan Layanan BRILink 

a. Laku Pandai Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan 

menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan 

lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun 

melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan 

penggunaan sarana teknologi informasi.
75

 

b. T Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI 

No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai 

Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka 

Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital 

Individu. T- Bank adalah produk uang elektronik berbasis server 

milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan 
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sebagai nomor rekening. Layanan TBank tersedia di Agen 

BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai 

rekening tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi 

tanpa harus ke datang ke unit kerja.
76

 

c. Mini ATM BRI adalah Electronic Data Capture (EDC) yang 

digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai 

sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan 

ATM.
77

 

Adapun fitur-fitur yang terdapat pada mesin EDC antara lain: 

a. Mini ATM, yang terdiri atas: 

1) Informasi Saldo, yaitu berfungsi untuk mengecek jumlah saldo 

debet yang ada pada rekening nasabah. 

2) Ubah pin, yaitu berfungsi untuk mengganti password keamanan 

pada kartu ATM nasabah. 

3) Transfer, yaitu berfungsi untuk mengirim saldo debet ke 

sesama BRI maupun antar bank. 

4) Setor Pasti, yaitu penambahan saldo debet ke rekening 

tabungan nasabah. 

5) Pembayaran, dapat berupa pembayaran PLN, Telkom, zakat, 

infak, DPLK, tiket. 
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6) Isi Ulang Pulsa, dapat berupa pulsa Telkomsel, Indosat, 

Smartfren. 

7) Reprint, yaitu untuk mengulangi print struk transaksi. 

8) Report, yaitu laporan seluruh transaksi.
78

 

b. Tunai, merupakan transaksi langsung dengan menggunakan uang 

tunai. Fitur yang terdapat pada tunai yaitu: 

1) Setoran Simpanan, yaitu nasabah membawa sejumlah uang 

tunai dan ingin menyetornya ke rekening BRI, baik itu 

rekening atas nama nasabah sendiri, maupun rekening atas 

nama orang lain. 

2) Setoran Pinjaman, yaitu nasabah membawa sejumlah uang 

tunai yang ingin membayar cicilan kredit langsung ke rekening 

pinjaman. 

3) Penarikan tunai, yaitu nasabah menarik tunai uang yang berada 

di rekening tabungannya. 

c. T-Bank, fitur-fitur T-Bank antara lain: 

1) Setor Tunai/Cash in, yaitu untuk melakukan transfer, cukup 

memasukkan nomor HP tujuan transfer nasabah beserta 

nominal transfer yang diinginkan. Jika transaksi transfer sudah 

selesai, maka penerima dana akan mendapat SMS notifikasi 

dari T-Bank. 
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2) Tarik Tunai/Cash out, yaitu bagi penerima dana atau pemilik 

saldo yang tentunya sudah melakukan registrasi TBank, dapat 

menarik uang di ATM BRI, E-Buzz BRI, Teras keliling dan 

Agen TBank.  

3) BRIZZI, adalah uang elektronik Bank BRI, sarana pembayaran 

di merchantmerchant yang telah bekerjasama dengan BRI. 

Fitur yang terdapat pada BRIZZI yaitu: 

a) Info Saldo, yaitu menampilkan nomor kartu, status kartu 

dan saldo kartu. 

b) Info Deposit, yaitu menampilkan nomor kartu dan saldo 

deposit. 

c) Topup Online, yaitu nasabah memasukkan nominal yang 

akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo kartu BRIZZI. 

d) Topup Deposit, yaitu nasabah memasukkan nominal yang 

akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo deposit.
79

 

4. Keuntungan BRILink 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan bahwa 

keuntungan menggunakan Agen BRILink : 

a. Memberikan fasilitas atau pelayanan lebih kepada nasabah. 

b. Kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan mesin EDC. 

c. Meningkatkan pendapatan agen dengan adanya sharing fee. Untuk 

dapat memperoleh sharing fee tentunya mesin EDC harus memiliki 
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rekening yang aktif, karena sharing fee akan langsung diberikan ke 

rekening tersebut saat terjadinya transaksi pada mesin EDC. 

Semakin banyak transaksi yang dilakukan terhadap mesin EDC, 

semakin banyak pula sharing fee yang akan diterima.
80

 

5. Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya 

Kabupaten Bengkulu Utara 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff BRI Kantor 

Cabang KC Arga Makmur, beliau mengatakan bahwa : 

“BRILink menjalin kerjasama dengan Nasabah BRI sebagai Agen 

yang dapat melayani transaksi Perbankan bagi masyarakat secara 

real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan 

konsepnya yaitu Sharing fee (50%:50% antara bank dan agen). 

BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor dan 

keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia, 

tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya adminitrasi yang 

dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar 

dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya 

adminitrasi secara penuh diserahkan pada masingmasing agen 

BRILink.”
81

 

 

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa sesuai konsep 

BRILink yaitu sharing fee, bank BRI dan agen akan mendapatkan fee 

yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% 

untuk agen. Biaya admin di debet langsung dari rekening terdaftar atau 

rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat 

pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening 

nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan fee dari 

transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah).Banyaknya 
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produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula fee 

yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang 

ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya adminitrasi 

yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif 

standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya 

adminitrasi secara penuh diserahkan pada masingmasing agen 

BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 

transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. 

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan nasabah yang 

menggunakan jasa BRILink di Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara: 

“Menurut Bapak Wisnu dan Ibu Amanda lebih memilih 

menggunakan BRILink karena transaksi lebih cepat dan mudah 

dijangkau, lokasi lebih dekat tanpa perlu menunggu antrian di 

kantor bank yang lumayan jauh. Namun, dalam penetapan tarif 

biaya terkadang terdapat perbedaan antara agen satu dengan agen 

yang lainnya pada saat melakukan transaksi. Sedangkan jumlah 

nominalnya sama. Seharusnya masing-masing Agen dalam 

menetapkan tarif tidaklah berbeda karena produk layanan jasa yang 

diberikan juga berasal dari kantor bank yang sama.”
82

 

 

Menurut Bapak Rizal dan Ibu Marni mengatakan bahwa lebih 

memilih menggukanakan jasa Agen BRILink karena lebih mudah, 

aman,cepat,dan tidak menunggu antrian. Namun biaya transfer dari 

satu agen kea gen lain sedikit berbeda. sedangkan jumlah yang 

akan di transfer nominalnya sama tetapi biaya administrasi 

tambahan yang berbeda. Disini muncul pertanyaan bagi kami yang 

menggunakan layanan jasa di BRILink kenapa terjadi perbedaan 

didalam penetapan biaya administasi?”
83

 

 

“Menurut Bapak Rio dan Ibu Sita mengatakan menggunakan 

BRILink lebih mudah diakses dibandingkan harus ke kantor bank 

yang jaraknya cukup jauh. Dengan BRILink lebih cepat,lebih aman 

dan tidak perlu menunggu antrian. Namun sebagai nasabah yang 
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menggunakan jasa BRILink seringkali merasa terbebani dengan 

adanya tarif biaya yang berbeda beda antara agen satu dengan agen 

yang lainnya. Padahal BRILink adalah produk yang diluncurkan 

olek bank BRI dalam artian dari Bank yang sama mengapa harus 

berbeda?”
84

 

 

“Menurut Ibu Rani dan Bapak Julian beliau mengatakan bahwa 

transaksi di BRILink lebih mudah dijangkau,sangat 

membantu,hemat waktu, proses lebih cepat dan mudah dari pada 

harus menunggu antrian di bank. Namun dalam penetapan biaya 

administrasi tambahan kenapa harus berbeda antara agen satu 

dengan agen lainnya saat melakukan transaksi padahal nominal 

yang akan ditransfer sama. Ini menjadi bahan pertanyaan bagi 

kami”
85

 

 

“Menurut Bapak Deko dan Ibu Nuraini beliau mengatakan lebih 

memilih menggunakan jasa pada BRILink dari pada harus ke 

kantor bank yang jaraknya cukup jauh,lebih aman,hemat waktu, 

dan tanpa harus menunggu antrian yang panjang di bank. Nanum 

didalam penetapan biaya tambahan pada setiap transaksi pada 

masing-masing agen berbeda sedangkan jumlah nominal yang akan 

ditrasfer sama.kami sebagai nasabah BRILink jadi bahan 

pertanyaan dengan adanya perbedaan dalam menetapkan tarif ini. 

Seharusnya masing-masing agen menjelaskan alasan penetapan 

biaya administrasi yang diberikan agen supaya masyarakat dapat 

mengetahui dasar penetapan biaya tersebut”
86

 

 

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat dipahami bahwa 

tujuan BRILink itu sendiri adalah untuk memberikan kemudahan 

kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan. 

Kemudahan yang diperoleh nasabah BRILink tidak perlu menunggu 

nomor antrian, transaksi lebih cepat dan aman. Dalam melakukan 

transaksi di BRILink nasabah dikenakan biaya adminitrasi untuk setiap 

transaksi yang telah dilakukan seperti transaksi tarik dan setor tunai, 
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transfer sesama bank, transfer bank lain, pembayaran listrik, telepon, 

pembayaran angsuran motor dan pembayaran angsuran pinjaman. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan agen BRILink di 

Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara mengenai penetapan tarif jasa 

atau biaya administrasi menggunakan jasa BRILink : 

“Menurut Bapak Samsudi, Beliau menetapkan biaya adminitrasi 

terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui 

BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar 

Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank 

BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang 

melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga 

Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000”. Penetapan 

biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan 

berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, 

biaya operasional.”
87

 

 

“Menurut Bapak Achmad bahwa tarif biaya administrasi terhadap 

nasabah yang melakukan transasksi tarik tunai biaya 

administrasinya Rp. 5.000, untuk transfer sesama BRI dengan 

nominal Rp. 50.000-500.000 biaya adminya Rp. 5.000, Sedangkan 

transfer Rp. 500.000-1.000.000, biaya adminya 10.000. Untuk 

transfer ke Bank lain Biaya adminya Rp. 10.000-15.000, 

tergantung jumlah yang ingin nasabah transferkan. Penetapan biaya 

administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan 

biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya 

operasional.”
88

 

 

“Menurut Ibu Wati bahwa tarif biaya administrasi terhadap 

nasabah yang melakukan transasksi biaya administrasinya Rp. 

7.000, untuk transfer sesama BRI dengan nominal Rp. 50.000-

500.000 biaya adminya Rp. 7.000, Sedangkan transfer Rp. 

500.000-1.000.000, biaya adminya 15.000. Untuk transfer ke Bank 

lain Biaya adminya Rp. 15.000-25.000, tergantung jumlah yang 

ingin nasabah transferkan. Penetapan biaya administrasi yang 

diberikan oleh agen sudah memperhitungkan biaya-biaya yang 

dikeluarkan seperti biaya listrik,biaya keamanan,biaya transportasi 

dari Agen ke kantor bank, dan mempertimbangkan jarak ATM 

dengan agen”
89
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“Menurut Bapak Diki bahwa tarif biaya administrasi ditempat saya 

adalah untuk tarik tunai biaya administrasinya Rp. 7.000, untuk 

transfer sesama BRI dengan nominal Rp. 50.000-500.000 biaya 

adminya Rp. 7.000, Sedangkan transfer Rp. 500.000-1.000.000, 

biaya adminya 15.000. Untuk transfer ke Bank lain Biaya adminya 

Rp. 15.000-25.000, tergantung jumlah yang ingin nasabah 

transferkan. Penetapan biaya administasi yang diberikan sudah 

diperhitungkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

agen seperti biaya sewa,biaya listrik,biaya opersional ke kantor 

bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak agen 

lainnya.”
90

 

 

“Menurut Bapak Doni, Beliau menetapkan biaya adminitrasi 

terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui 

BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar 

Rp.8.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank 

BRI dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 sedangkan nasabah yang 

melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga 

Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.23.000. Penetapan biaya 

administrasi yang diberikan oleh agen sudah dihitung berdasarkan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya sewa,biaya listrik, 

biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan 

agen,dan jarak dengan agen lainnya.”
91

 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Agen BRILing 

yang dilakukan di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara 

dapat dipahami bahwa dari segi penetapan tarif yang diberikan agen 

terhadap nasabah masing-masing agen sudah mempertimbangkan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan, baik itu biaya operasional, biaya 

listrik, biaya sewa dan mempertimbangkan jarak ATM dengan tempat 

Agen BRILink tersebut. Dan mereka menetapkan biaya admin seperti 

itu karena masing-masing agen mempunyai manejemen tersendiri 

untuk mencari konsumen atau nasabah. 
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Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi 

kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan 

akan di lakukan, befungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak 

bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 

uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan 

peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi 

dan penerima. 

Biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

Biaya ini juga bisa disebut sebagai biaya non-produksi utama yang 

dilaporkan atau ditampilkan dalam laporan laba-rugi. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penetapan tarif 

yang tetapkan oleh pihak bank kepada setiap agen sudah ditetapkan 

sesuai standar oleh pihak BRI, Sedangkan untuk tambahan biaya 

adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen 

BRILink. Sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 

transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan 

pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, 

gangguan pada saat melakukan transaksi dan apabila terdapat agen 

BRILink yang menetapkan biaya adminitrasi terlalu mahal sehingga 

menyebabkan agen BRILink tersebut tidak lancar transaksi per bulan 

maka pihak BRI melakukan tindakan penarikan. Maka dari itu dapat 

dipahami bahwa setiap agen bebas dalam menetapkan biaya 
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administrasi kepada nasabah selama tidak melewati ketetapan dari 

BRI, sehingga agen BRILink bisa mencapai target minimal 200 

transaksi/perbulan sesuai ketentuan BRI. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Agen 

BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabapaten Bengkulu Utara 

Islam adalah salah satu agama yang detail, mulai dari tatacara 

makan, berpakaian, tata cara beribadah hingga konsep bermuamalah. 

Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan 

melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah 

satu bentuk tolong menolong antar sesama yaitu bermuamalah. Dalam 

memenuhi kebutuhannya sebagai manusia adalah harus sesuai dengan 

hukum syara‟ yang telah ditentukan. Sama halnya dengan prinsip 

muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Salah 

satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat 

adalah upah mengupah (ujrah). Kegiatan upah mengupah umumnya yang 

sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari dimasyarakat adalah upah jasa. 

Upah juga bisa disebut kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik 

dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. 

Produk-produk jasa perbankan seperti BRILink dengan pola 

lainnya pada umumnya mengunakan akad-akad tabarru‟ yang 

dimaksudkan tidak mengambil keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai 

fasilitas pelayan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. 
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Oleh karena itu bank sebagai penyedia hanya membebani biaya 

administrasi. 

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus 

benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam 

memiliki kesalehan ritual dan juga memiliki kesalehan sosial. Umat Islam 

harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah 

SWT dalam semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, 

maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam 

muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan 

transparansi dalam kegiatan ekonomi.
92

 Firman Allah Swt. QS. Al-

Baqarah [2] : 233 sebagai berikut : 

آْ اٰتيَْتمُْ باِلْمَعْشُ  ا اوَْلََدَكُمْ فلَََ جُىاَحَ عَليَْكُمْ ارَِا سَلَّمْتمُْ مَّ وْفِاِ وَانِْ اسََدْتُّمْ انَْ تسَْتشَْضِعُىْْٓ

َ بمَِا  ا انََّ اّللٰ َ وَاعْلمَُىْْٓ  ٢٢٢تعَْمَلىُْنَ بصَِيْشٌ وَاتَّقىُا اّللٰ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 

pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai 

dengan ketentuan yang telah disepakati. Maksudnya yaitu di dalam 

praktek pembayaran upah pada transaksi BRILink ini seharusnya tidak 

boleh mengambil keuntungan terlalu banyak di dalam transaksinya, 

maksudnya kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, 

apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, 
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pemberi kerja hendaknya idak curang dalam pembayaran upah harus 

sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua 

belah pihak.
93

 Sedangkan Hadis riwayat Abu Sa‟id Al-Khudri, Nabi SAW 

bersabda : 

  

 

 

Artinya : Dari Abu Sa‟id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, 

“Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R 

Abdurrazaq). 

 

Berdasarkan hadits tersebut ialah disyaratkan pula agar upah dalam 

transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar 

atau kecilnya upah pekerja. Maksudnya seharusnya pemilik BRILink 

tersebut memberitahu terlebih dahulu upah dari tgransaksi tersebut 

sebelum transaksinya berlangsung. Selanjutnya Ulama Syafi‟iyah 

mendefinisikan ijarah dengan:  

 

 

Artinya : “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 

mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.
94

 

 
Berdasarkan pendapat Ulama Syafi‟iyah bahwa transaksi upah 

yang baik itu ialah transaksi yang sesuai dengan apa yang telah 

dimanfaatkan, maksudnya yaitu Agen BRILink seharusnya memberikan 

                                                           
93
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upah jasa terhadap nasabah itu harus sesuai dengan pemanfaatan yang 

telah dilakukan oleh nasabah. 

Setelah menganalisa lebih jauh, penulis menemukan suatu 

kesenjangan antara teori dan praktek pada beberapa agen BRILink. Dalam 

teori dan praktek yang terjadi bahwa upah mengubah yang dilakukan 

beberapa agen BRILink Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara akadnya 

kurang jelas dan dasar suka sama suka tetapi karena keterpaksaan tuntutan 

kebutuhan. Dalam penjelasannya syarat ijarah ada lima yaitu: 

1. Pelaku ijarah harus berakal. 

2. Keridhan pihak yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang berakad 

menyatakan kerelaannnya dalam berakad ijarah. Apabila salah seorang 

dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah. 

3. Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat. 

4. Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 

5. Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui. 

Sedangkan dalam praktiknya upah yang ditetapkan agen terhadap 

nasabah ini termasuk Al- Ikrah (keterpaksaan), karena pada dasarnya tidak 

ada keterbukaan yang jelas tentang penetapan tarif biaya dalam layanan 

BRILink. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/SEOJK.03/2015 sudah dijelaskan yaitu tentang Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif bagian VII mengenai 

Edukasi dan Perlindungan Nasabah, yaitu Bank Penyelenggara atau Agen 

harus melaksanakan edukasi kepada nasabah/masyarakat antara lain 
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mengenai manfaat, risiko dan biaya produk laku pandai. Pelaksanaan 

edukasi yang dimaksud adalah dengan memberi penjelasan atau informasi 

secara lisan kepada nasabah atau calon nasabah yang didukung dengan 

penyediaan modul edukasi berupa booklet, leaflet atau brosur. 

Dalam akad kerjasama yang dilakukan agen dengan nasabah akan 

menjadi sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-

prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, dan tidak ada unsur 

pemerasan („adamul istighlal). 

Berdasarkan teori Pengupahan dalam Prinsip Muamalah bahwa 

penetapan tarif jasa agen BRILink terhadap nasabah di Kecamatan Arma 

Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain sebagai berikut : 

1. Prinsip Tolong-Menolong 

Islam telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di 

dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi dari pada manusia 

yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu 

mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan 

memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain. 

Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen 

BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan 

kepada nasabah. dalam menetapkan biaya adminitrasi masih 

terjangkau serta hasil analisis peneliti terkait transaksi di BRILink 

memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan dan 

lebih cepat tanpa menunggu antrian di Bank. 
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2. Prinsip Kelayakan/Patut 

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah 

SAW bersabda :  

“Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan Aku 

musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman 

dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang 

merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan 

kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun 

upahnya tidak diberi”(HR. Muslim). Sangat jelas didalam hadist ini 

bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak 

yang harus diberikan kepada pekerja.
95

 

 

Dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah 

sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam penetapan tarif 

jasa yang mereka berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan 

biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing 

agen. 

3. Prinsip Kepastian/Jelas 

Prinsip kepastian ini sudah jelas diterapkan antara pihak BRI 

dan pihak Agen BRILink yaitu jelas bentuk kerjasama antara agen dan 

pihak BRI berupa kontrak antara pihak BRI dan agen. Jelas bentuk 

perjanjian antara pihak BRI dan agen disertai dengan perjanjian dan 

prosedur pelaksanaannya. Jelas dalam pembagian keuntungan. Jelas 

produk dan layanan jasa yang disediakan. 

4. Prinsip Manfaat 

Dilihat dari hasil penelitian, prinsip manfaat sangat jelas yaitu 

memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menggunakan jasa 
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di BRILink, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan dengan 

lembaga keuangan, transaksi lebih cepat dan aman,hemat waktu tanpa 

harus menunggu antrian di bank, serta mengurangi resiko. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka 

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: 

1. Penetapan tarif jasa agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya 

Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada ketentuan nominal biaya 

administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI 

memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk 

tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-

masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target 

minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. 

2. Tinjauan Hukum Islam Penetapan tarif jasa agen BRILink di 

Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai 

dengan teori upah dalam Prinsip Muamalah yaitu prinsip tolong 

menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas,dan prinsip 

manfaat. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka sebagian akhir 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Terkait pembayaran biaya adminitrasi sebaiknya agen BRILink 

menginformasikan kepada nasabah secara tertulis untuk mengetahui 

dasar dalam penetapan biaya adminitrasi tersebut. 
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2. Para agen sebaiknya menyertakan informasi-informasi dalam bentuk 

poster, leaflet dan/atau brosur. Seperti yang sudah ditetapkan oleh OJK 

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015. 

3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan 

kajian lebih mendalam agar dapat mengembangkan dan memberikan 

dampak positif yang lebih luas dan optimal. 
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